
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan perekonomian suatu negara dapat diukur melalui berbagai indikator

ekonomi antara lain dengan mengetahui pendapatan nasional, pendapatan per

kapita, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga umum, dan posisi neraca

pembayaran suatu negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM

merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun

daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi nasional di

Indonesia, yang menjadi prioritas yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk

mengurangi masalah kemiskinan dan pengembangannya mampu memperluas

basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam

meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional

(Kurniawan, 2011).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu

sektor kegiatan ekonomi yang terbesar. Selain itu, peranan UMKM dalam

penyerapan angkatan kerja pun memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara

Indonesia. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang

yang belakangan ini memandang pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah



2

(Berry, 2001) alasan (1) adalah karena kinerja UMKM cenderung lebih baik

dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. (2) adalah sebagai bagian

dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitas melalui

investasi dan perubahan teknologi. (3) adalah karena sering diyakini bahwa

UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan usaha

besar. Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah

memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah

unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga (Kuncoro, 2000).

Perhatian pada pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan

suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan

sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-

negara yang memiliki income perkapita yang rendah (Primiana, 2009).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya

dalam perekonomian di Indonesia. Ketika terjadi krisis moneter yang melanda

Indonesia di tahun 1998, banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan

modalnya ke negara-negara lain, sehingga perekonomian Indonesia dikala itu

semakin terpuruk. Usaha kecil dan sektor riil mampu bertahan dan menopang roda

perekonomian bangsa Indonesia saat itu. Krisis ekonomi yang melanda

mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah.

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah unit paling besar. Selain itu

kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi.
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Stabilitas ekonomi yang tidak merata menyebabkan sebagian dari penduduk yang

keterbatasan ekonomi menjadi semakin miskin karena tingginya kebutuhan hidup

yang harus dipenuhi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah basis

ekonomi bangsa yang dapat menjadi alternatif pilihan guna mengangkat

perekonomian negara dari keterpurukan.

Saat  ini,  Kementrian Koperasi dan UKM berencana untuk menciptakan 20 juta

Usaha Mikro Kecil dan Menengah baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa

yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud

apa yang diimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II.

Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barang dan

jasanya tidak lagi dibatasi batas negara akan terwujud. Keadaan ini membawa

dampak positif bagi UMKM untuk menjadi motivasi meningkatkan kualitas

produknya menjadi komoditas ekspor yang bisa bersaing dengan negara lain.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu komponen dalam

industri nasional, mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian

nasional, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan

dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah telah memiliki

pilar-pilar kebijakan strategis yang diimplementasikan melalui berbagai

kebijakan/program dan kegiatan tahunan untuk mendukung pengembangan dan

penguatan UMKM di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya

alam dan padat karya, misalnya pertanian tanaman pangan, perkebunan,

peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran.
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Disisi lain, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan

produktivitas yang rendah, yaitu: sektor pertanian, perdagangan dan industri

rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas yang rendah inilah jumlah Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkonsentrasi (Munizu, 2010).

Berbagai permasalahan-permasalahan selalu terdapat pada kebanyakan UMKM di

Indonesia. Hal tersebut dapat menghambat UMKM untuk dapat berkembang

dengan baik, terutama dalam mengoptimalkan peluang yang ada. Kondisi tersebut

memberikan isyarat bahwa UMKM sepantasnya diberikan bantuan dan

pengembangan sesuai dengan kebutuhannya (Sulaeman, 2004).

Menurut Hafsah (2004) pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian

yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih

kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu

diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah

perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping

mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha

besar dengan pengusaha kecil dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusianya.
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Tabel 1. Perkembangan Jumlah Unit UMKM Pada Tahun 1999-2012
di Indonesia (Unit)

Tahun Usaha
Mikro

Usaha
Kecil

Usaha
Menengah

Jumlah Perkembangan
(%)

1999 - 37.859.509 52.214 37.911.723 0

2000 - 39.705.204 78.832 39.784.036 4,94

2001 - 39.883.111 80.969 39.964.080 0,45

2002 - 41.859.444 85.050 41.944.494 4,96

2003 - 43.372.885 87.357 43.460.242 3,61

2004 - 44.684.351 93.036 44.777.387 3,03

2005 45.217.567 1.694.008 105.487 47.017.062 5,00

2006 48.512.438 472.602 36.763 49.021.803 4,26

2007 49.608.953 498.565 38.282 50.145.800 2,29

2008 50.847.771 522.124 39.717 51.409.612 2,52

2009 52.176.771 546.643 41.336 52.764.750 2,64

2010 53.504.416 568.397 42.008 54.114.821 2,56

2011 54.559.969 602.195 44.280 55.206.444 2,02

2012 55.856.176 629.418 48.997 56.534.591 2,41

Sumber : Departemen Koperasi dan UKM, 1999-2012

Pada tabel 1. Perkembangan jumlah unit UMKM periode 2011-2012 mengalami

peningkatan sebesar 2,41 persen yaitu dari 55.206.444 unit pada tahun 2011

menjadi 56.534.592 unit pada tahun 2012. Keberadaan jumlah UMKM yang

besar, dengan penyebaran hingga ke pelosok daerah, merupakan kekuatan

ekonomi yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional.

Keberadaan UMKM yang besar ini diharapkan juga mampu menyerap tenaga

kerja yang besar yang tidak mampu diserap oleh sektor formal dan menekan

jumlah pengangguran di Indonesia.
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Sumber : Departemen Koperasi dan UKM, 2011

Gambar 1. Proporsi Sektor Ekonomi UMKM Berdasarkan Jumlah Unit
Usaha Tahun 2011

Jika ditinjau dari proporsi unit usaha pada sektor ekonomi UMKM yang memiliki

proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan

dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Pengangkutan dan

Komunikasi; (4) Industri Pengolahan; serta (5) Jasa-jasa, yang masing-masing

tercatat sebesar 48,85 persen; 28,83 persen; 6,88 persen; 6,41 persen dan 4,52

persen. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil

secara berturut-turut adalah sektor (1) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;

(2) Bangunan; (3) Pertambangan dan Penggalian; serta (4) Listrik, Gas dan Air

Bersih, yang tercatat sebesar 2,37 persen; 1,57 persen; 0,53 persen dan 0,03

persen.
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Tabel 2. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Pada Tahun
1999-2012 di Indonesia (Juta Jiwa)

Tahun Usaha
Mikro

Usaha
Kecil

Usaha
Menengah

Jumlah Perkembangan
(%)

1999 - 59.939.760 7.230.084 67.169.844 0
2000 - 68.791.152 3.913.264 72.704.416 8,24
2001 - 70.884.594 3.802.834 74.687.428 2,98
2002 - 73.905.002 3.902.895 77.807.897 4,18
2003 - 77.947.490 3.994.863 81.942.353 5,31
2004 - 76.415.980 4.030.620 80.446.600 1,83
2005 69.966.508 9.204.786 4.415.322 83.586.616 3,90
2006 82.071.144 3.139.711 2.698.743 87.909.598 5,17
2007 84.452.002 3.278.793 2.761.135 90.491.930 2,94
2008 87.810.366 3.519.843 2.694.069 94.024.278 3,90
2009 89.960.695 3.520.497 2.712.431 96.193.623 2,31
2010 91.729.384 3.768.885 2.740.644 98.238.913 2,13
2011 94.957.797 3.919.992 2.844.669 101.722.458 3,55

2012 99.859.517 4.535.970 3.262.023 107.657.510 5,83

Sumber : Departemen Koperasi dan UKM, 1999-2012

Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012, UMKM mampu

menyerap sebanyak 107.657.51 orang tenaga kerja, apabila dibandingkan dengan

tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 5,83 persen. Bahwa dengan tingkat

penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, sektor ini telah menjamin stabilitas

pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya

wirausaha baru, serta tumbuhnya wirausaha nasional yang tangguh dan mandiri

dalam sektor UMKM di Indonesia.

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam

usaha memajukan perekonomian bangsa. Usaha yang dimaksud dalam bidang ini

adalah  penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk dapat mengimbangi

pertambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja di Indonesia. Salah satu

masalah pembangunan yang harus dipecahkan oleh pemerintah negara–negara

berkembang adalah bagaimana menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi
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rakyat mereka, khususnya yang hidup di daerah pedesaan yang merupakan

mayoritas dari penduduk di Indonesia. Kesempatan kerja, kuantitas serta kualitas

tenaga kerja menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena

mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Dalam pembangunan

ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang

mempunyai peran penting, karena sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia

masih ada yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik

di sektor tradisional maupun modern, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Banyaknya angkatan kerja yang diserap sektor informal merupakan refleksi

ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih luas

terhadap sebagian besar penduduk usia kerja. Sektor formal selama ini memang

diakui sebagai pemberi kontribusi pendapatan terbesar bagi perekonomian negara

namun disatu sisi sektor ini mempunyai ketidakmampuan dalam menyerap

banyak tenaga kerja. Disamping itu, meskipun penyediaan kesempatan kerja oleh

sektor formal terbuka untuk semua orang, namun dalam kenyataannya

kesempatan kerja ini membutuhkan syarat-syarat keterampilan khusus yang tidak

dimiliki oleh sebagian besar pencari kerja yang sebagian memiliki pendidikan

rendah. Dengan kata lain kondisi keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai

dengan kondisi keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak menuntut banyak

persyaratan merupakan usaha yang menarik bagi mereka yang mengalami

kesulitan memasuki pasar tenaga kerja formal. Dalam situasi resesi, UMKM dapat

menunjukkan ketahanan yang tinggi disamping karena daya tampung dan laju
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pertumbuhan sektor formal yang kurang memadai, lebih kecil dari laju

pertumbuhan angkatan kerja. Berdasarkan prospek usaha, UMKM merupakan

sektor yang potensial yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian

Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya PDB UMKM di Indonesia. Akan

tetapi, pada kenyataan menunjukan bahwa UMKM belum maksimal untuk

dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang menghambat

UMKM untuk berkembang, ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu

(1) kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi. Kesulitan modal

bagi UMKM merupakan masalah paling banyak dijumpai. Hal ini disebabkan

adanya keterbatasan akses langsung terhadap informasi, layanan dan fasilitas

keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal bank maupun non

formal, misalnya BUMN dan LSM. Pada umumnya UMKM tidak mampu

memanfaatkan kredit dari Bank karena pihak UMKM tidak mampu memenuhi

agunan yang dipersyaratkan oleh Bank, disamping rumitnya birokrasi. Kenyataan

menunjukkan bahwa sebagian besar dana modal kerja dan investasi berasal dari

sumber informal, di mana sumber pembiayaan yang digunakan adalah sangat

bervariasi, antara lain berasal dari tabungan pribadi, pinjaman dari sahabat atau

kenalan. Menurut Primahendra (2001) sumber pembiayaan bagi industri rumah

tangga dan industri kecil yang berasal dari pinjaman bank sebesar 18,79%,

koperasi 7,09%, institusi lain 8,25% dan lain-lain 70,35%. Pinjaman dari sumber

lain sebesar 70,35% ini diduga berasal dari rentenir dan perorangan lainnya yang

memberikan bunga yang sangat tinggi.

(2) Permasalahan pada tenaga kerja, kebanyakan tenaga kerja yang bekerja

disektor UMKM merupakan tenaga kerja yang tidak masuk kriteria bekerja
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disektor formal karena masih banyak yang berpendidikan rendah dan masih

menggunakan teknologi dan keahlian tradisional dalam menghasilkan barang dan

jasa sehingga hasil produksi UMKM belum maksimal, tidak seperti usaha besar

yang sudah memilik tenaga kerja yang terlatih dan banyak menggunakan alat-alat

modern dalam menghasilkan output yang lebih baik.

(3) Teknologi yang digunakan masih rendah yang ditandai oleh peralatan produksi

yang digunakan masih tradisional, tidak mampu melakukan penelitian dan

pengembangan, kurangnya informasi tentang teknologi serta kurangnya dukungan

instansi teknis dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi. Rendahnya

teknologi yang digunakan berakibat pada kurangnya diversifikasi produk serta

mutu produk kurang memuaskan. Keadaan demikian, akan berdampak pada

kesulitan dalam pemasaran, lemahnya kemampuan bersaing baik pada tingkat

regional maupun internasional.

Tabel 3. Perkembangan Investasi UMKM Pada Tahun 1999-2012 Menurut
Harga Konstan di Indonesia (Triliun Rupiah)

Tahun Usaha
Mikro

Usaha
Kecil

Usaha
Menengah

Jumlah Perkembangan
(%)

1999 - 13.776,4 18.320,8 32.097,2 0

2000 - 51.490,7 61.584,6 113.075,3 252,29

2001 - 59.134,3 66.690,8 125.825,1 11,28

2002 - 59.864 68.72 128.584,2 2,19

2003 - 60.039 69.419 129.457,4 0,68

2004 - 71.789 82.592 154.381,8 19,25

2005 - 83.643 94.627 178.269,5 15,47

2006 30.149 72.734 78.816 181.699,3 1,92

2007 32.486 80.023 86.581 199.090,0 9,57

2008 36.891 83.696 97.534 218.121,4 9,56

2009 37.145 85.715 101.149 224.008,7 2,70

2010 42.240 93.856 111.043 247.139,5 10,33

2011 42.351 94.779 123.804 260.934,8 5,58

2012 44.711 104.726 150.738 300.175,7 15,04

Sumber : Departemen Koperasi dan UKM, 1999-2012
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Pada tahun 2011, Investasi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 13,8

triliun atau 5,58 persen dari tahun 2010 menjadi Rp. 260,9 triliun. Peran Usaha

Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp. 42,4 triliun atau 7,97 persen dan UK tercatat

sebesar Rp. 94,8 triliun atau 17,84  persen, sementara UM sebesar Rp. 123,8

triliun atau 23,30 persen dan selebihnya adalah Usaha Besar.

Sementara, pada tahun 2012, peran UMKM mengalami peningkatan sebesar

Rp. 39,2 triliun atau 15,04 persen dari tahun 2011 menjadi Rp. 300 triliun. Peran

Usaha Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp. 44,7 triliun atau 7,66 persen dan UK

tercatat sebesar Rp. 104,7 triliun atau 17,95  persen, sementara UM sebesar Rp.

150,7 triliun atau 25,84 persen dan selebihnya adalah Usaha Besar.

Tabel 4. Kontribusi UMKM Pada Ekspor Non Migas Pada Tahun
1999–2012 di Indonesia (Triliun)

Tahun Total Ekspor Non Migas UMKM

1999 52.594,1

2000 75.448,6

2001 80.846,5

2002 87.290,0

2003 77.096,7

2004 95.548,2

2005 110.338,1

2006 123.767,9

2007 140.363,8

2008 178.008,3

2009 162.254,5

2010 175.894,9

2011 187.441,8

2012 166.626,5

Sumber : Departemen Koperasi dan UKM, 1999-2012
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Di sisi lain, Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM dalam

ekspor non migas pada tahun 2011 mencapai sekitar Rp.187,44 triliun. Setidaknya

UMKM telah menjadi penguat ekspor non migas hingga 16,44 persen dari total

ekspor non migas sebesar Rp. 1.140 triliun. Peran UMKM dalam ekspor ini

merupakan bukti kemampuan dan daya saing produk UMKM di pasar bebas,

sekaligus merupakan potensi yang harus terus dipelihara dan dikembangkan untuk

menjaga kesinambungan perdagangan internasional dan meraih devisa lebih

besar.

Tabel 5. PDB dan Proporsi PDB Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar
Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Triliun)

Tahun Mikro Kecil Menengah Besar Jumlah

2008
655.703,8 217.130,2 292.919,1 832.184,8 1.997.938,0

(32,82) (10,87) (14,66) (41,65) (100)

2009
682.259,8 224.311,0 306.028,5 876.459,2 2.089.058,5

(32,66) (10,74) (14,65) (41,95) (100)

2010
719.070,2 239.111,4 324.390,2 935.375,2 2.217.947,0

(32,42) (10,78) (14,63) (42,17) (100)

2011
761.228,8 261.315,8 346.781,4 1.007.784,0 2.377.110,0

(32,02) (10,99) (14,59) (42,40) (100)

2012
790.825,6 294.260,7 366.373,9 1.073.660,1 2.525.120,4

(31,32) (11,65) (14,51) (42,52) (100)

Sumber : Departemen Koperasi dan UKM, 2008-2012
Keterangan : dalam kurung ( ) menyatakan persentase (%)

Pada tahun 2011 nilai PDB UMKM dan Usaha Besar atas dasar harga konstan

2000 tercatat sebesar 2.377.11 Triliun Rupiah. Peran UMKM yaitu sebesar

1.369.32 Triliun Rupiah atau 57,60 persen dari total PDB Nasional. Kontribusi

usaha mikro tercatat sebesar 761.2 Triliun Rupiah atau 32,02 persen, usaha kecil

sebesar 261.3 Triliun Rupiah atau 10,99 persen, usaha menengah sebesar 346.7
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Triliun rupiah atau 14,59 persen dan usaha besar berkontribusi sebesar 1.007

Triliun Rupiah atau 42,40 persen dari keseluruhan PDB.

Sampai dengan tahun 2012 perkembangan PDB UMKM meningkat sejalan

dengan membaiknya kinerja sektor riil secara umum. Pada Tabel 5. Terlihat PDB

UMKM berdasarkan nilai tambah dan laju pertumbuhannya. Keberhasilan

pertumbuhan PDB UMKM, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi.

Investasi yang ditanamkan pada sektor UMKM diharapkan mampu mendorong

kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan

pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Meskipun secara nominal nilai tambah UMKM semakin besar tiap tahunnya akan

tetapi usaha besar tetap memberikan kontribusi terbesar baik itu berdasarkan

proporsi dan kuantitas. Kedudukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam

perekonomian nasional bukan saja karena jumlah unit UMKM yang banyak,

melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Usaha Mikro Kecil dan

Menengah juga memiliki potensi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) jika benar-benar dikembangkan dengan baik. Kenyataannya masih banyak

masalah yang menghadang dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah di Indonesia. Dalam hal ini, adalah tenaga kerja yang belum memiliki

skill yang memadai karena kurang nya pelatihan pada tenaga kerja, kelemahan

akses pada informasi dan perluasan pangsa pasar, kelemahan akses untuk

mendapatkan bantuan modal dari Bank, kelemahan akses pada informasi dan
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teknologi yang terbaru, kelemahan dalam manajemen organisasi, serta kelemahan

dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan.

Berdasarkan kondisi yang kurang menguntungkan tersebut diperlukan suatu upaya

untuk mengembangkan UMKM. Perhatian untuk mengembangkan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah setidaknya dilandasi oleh beberapa alasan. Salah satunya

yaitu, UMKM banyak menyerap tenaga kerja. Kecenderungan menyerap banyak

tenaga kerja umumnya membuat banyak UMKM juga intensif dalam

menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di

daerah, pertumbuhan UMKM akan menimbulkan dampak positif terhadap

peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan

dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi (Kuncoro, 1996).

Dari sisi kebijakan, UMKM jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya

memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun

juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh usaha mikor kecil perlu

diberdayakan agar dapat menjadi usaha mikro kecil yang mandiri serta dapat

berkembang menjadi usaha menengah. Disamping itu juga usaha menengah perlu

ditingkatkan jumlahnya menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul.

Sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan

PDB UMKM semakin meningkat.
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B. Rumusan Masalah

Sektor UMKM merupakan jantung perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM

yang ada di Indonesia meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Peningkatan

jumlah UMKM pada setiap tahunnya juga membantu penyerapan tenaga kerja dan

menanggulangi kemiskinan. Melihat tenaga kerja UMKM yang banyak UMKM

merupakan sektor yang sangat potensial jika dikembangkan lebih baik yang

mampu menciptakan nilai tambah pada PDB UMKM. Akan tetapi, pada

kenyataan menunjukan bahwa UMKM di Indonesia masih ada yang belum

berjalan dengan maksimal, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang

menghambat UMKM untuk berkembang. Salah satunya faktor yang menghambat

suatu UMKM berkembang yaitu dalam hal permodalan dan tenaga kerja yang

masih memiliki keahlian yang minim. Hal tersebut menghambat UMKM untuk

meningkatkan skala produksi, perluasan skala usaha dan menciptakan produksi

yang lebih baik. Sehingga meskipun potensial dalam penciptaan lapangan kerja,

akan tetapi dengan hambatan tersebut akan menghambat pula proses penyerapan

tenaga kerja dan perluasan usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengaruh Jumlah Unit UMKM, Investasi Usaha Mikro dan kecil,

Investasi Usaha Menengah, Tenaga Kerja Usaha Mikro dan Kecil dan Tenaga

Kerja Usaha Menengah baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap

PDB UMKM di Indonesia ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat diambil beberapa

tujuan, diantara lain adalah :

1. Mengetahui pengaruh jumlah Unit UMKM terhadap PDB UMKM di

Indonesia.

2. Mengetahui pengaruh Investasi Usaha Mikro dan Kecil terhadap PDB UMKM

di Indonesia.

3. Mengetahui pengaruh Investasi Usaha Menengah terhadap PDB UMKM di

Indonesia.

4. Mengetahui pengaruh Tenaga Kerja Usaha Mikro dan Kecil terhadap PDB

UMKM di Indonesia.

5. Mengetahui pengaruh Tenaga Kerja Usaha Menengah terhadap PDB UMKM

di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian skripsi ini antara lain :

1. Memberikan gambaran mengenai perkembangan UMKM di Indonesia tahun

1999-2012.

2. Memberikan gambaran mengenai kontribusi yang besar dari UMKM dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Untuk memberikan informasi mengenai pentingnya UMKM bagi masyarakat

dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam mengembangkan UMKM di

Indonesia.
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E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan

pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori

dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang

ditetapkan.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Kondisi UMKM di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik dan

Kementerian Koperasi dan UKM, mulai menunjukan adanya pertumbuhan baik

dari segi jumlah usaha, investasi, tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap

PDB. Keterpurukan perekonomian Indonesia pada masa krisis lalu menunjukan

sektor UMKM mempunyai ketahanan yang tinggi. Hubungan keterkaitan antara

Tenaga Kerja
Usaha Mikro dan

kecil

Investasi Usaha
Mikro dan Kecil

Investasi Usaha
Menengah

Tenaga Kerja
Usaha

Menengah

PDB UMKM

di Indonesia

Unit UMKM
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variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini, dapat

dijabarkan oleh teori-teori dan penelitian terdahulu.

Pengaruh terhadap PDB UMKM yang dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya dengan jumlah unit UMKM, tenaga kerja, investasi yang ditanamkan

pada sektor UMKM yang umumnya digunakan untuk membeli barang modal, alat

produksi yang lebih baik diharapkan akan meningkatkan skala produksi UMKM.

Sehingga dengan peningkatan skala produksi tersebut maka kebutuhan tenaga

kerja akan terus bertambah. Oleh karena itu dengan adanya pengembangan

UMKM yang menambah investasi dan tenaga kerja yang diserap pada sektor

UMKM akan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan PDB UMKM.

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Jumlah Unit UMKM memberikan pengaruh positif dan signifikan

terhadap PDB UMKM di Indonesia.

2. Diduga Investasi Usaha Mikro dan Kecil memberikan pengaruh positif dan

signifikan terhadap PDB UMKM di Indonesia.

3. Diduga Investasi Usaha Menengah memberikan pengaruh positif dan

signifikan terhadap PDB UMKM di Indonesia.

4. Diduga Tenaga Kerja Usaha Mikro dan Kecil memberikan pengaruh positif

dan signifikan terhadap PDB UMKM di Indonesia.

5. Diduga Tenaga Kerja Usaha Menengah memberikan pengaruh positif dan

signifikan terhadap PDB UMKM di Indonesia.
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G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan

penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu. Berisikan teori-teori ekonomi

yang memiliki kaitan dengan penelitian ini serta penelitian terdahulu

yang menjadi rujukan serta acuan dalam penelitian ini.

Bab III. Metode penelitian. Membahas tentang jenis dan sumber data, definisi

operasional variabel, spesifikasi model, metode pengolahan data, dan

prosedur analisis data.

Bab IV. Hasil Perhitungan dan pembahasan. Berisikan analisis hasil perhitungan

secara kuantitatif dan kualitataif.

Bab V. Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


